
WALIKOTA BLITAR 
 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 7 TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG 

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH KOTA BLITAR 

 
WALIKOTA BLITAR, 

  
Menimbang  : a. bahwa sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah 

merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, 

sehingga diperlukan standarisasi sarana dan prasarana kerja ; 

b. bahwa dengan dengan adanya perkembangan jaman yang ada, 

maka perlu adanya perubahan standar sarana dan prasarana 

kerja di Pemerintah Kota Blitar ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan 

Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 2008 tentang Standarisasi Sarana 

dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Blitar yang ditetapkan 

dengan Peraturan Walikota ; 
 

Mengingat : 1.  Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa 

Timur/Tengah/Barat ; 

  2.  Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  3.  Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 

  4.  Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4844); 

  6.  Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran 
Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3243); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4578); 

  9.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4609); 

  10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang / Jasa Pemerintah ; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi 
Sarana dan Prasarana Pemerintahan Daerah ; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA 

PEMERINTAH KOTA BLITAR. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Lampiran Romawi IV huruf B, Peraturan Walikota Blitar Nomor 14 Tahun 

2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kota Blitar 

(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2008 Nomor 8/D) diubah sebagai berikut : 

 

B. Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas Jabatan. 

NO Jabatan Jumlah Jenis Kendaraan 
Kapasitas/Isi 

Silinder 
(Maksimal) 

 

1. Ketua DPRD 1 (Satu) Unit Sedan atau Jeep 2.500 cc 

2. Wakil Ketua DPRD 1 (Satu) Unit Sedan atau 
Minibus 
 

2.200 cc 

3. Pejabat Eselon I 1 (Satu) Unit Sedan atau Jeep 2.700 cc 

4. Pejabat Eselon II 1 (Satu) Unit Sedan atau 

- Minibus (bensin) 

- Minibus (solar) 

 

2.000 cc 

2.500 cc 

5. Pejabat Eselon III 1 (Satu) Unit - Minibus (bensin) 

- Minibus (solar) 

1.600 cc 

2.500 cc 

6. Pejabat Eselon IV 

dan Pejabat Eselon V 

1 (Satu) Unit Sepeda Motor 
200 cc 

 
 

Pasal II 
 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

 
Ditetapkan di Blitar 

pada tanggal 7 Pebruari 2011    

WALIKOTA BLITAR 
 

  Ttd. 
  

MUH. SAMANHUDI ANWAR 
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Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 7 Pebruari 2011 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR 

 

                              ttd. 

                        Ichwanto 

 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2011  NOMOR 7 

        Salinan sesuai dengan aslinya 
  SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 
               Kepala Bagian Hukum  
 
 
 

                         Hardiyanto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


